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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Nomor 107/KR/02/2023
Tentang

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA,

Menimbang : a. bahwa pencapaian visi kepemimpinan Universitas Kristen Satya Wacana 2022-2027
sebagai Entrepreneurship Research University, perlu percepatan strategi untuk
mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pemeringkatan internasional, serta
terjaminnya pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik dan penunjang
akademik di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana;

b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas
pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi
perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi,
maka untuk menjamin terlaksananya  hal tersebut perlu diimplementasikan dan
disusun pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Rektor tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Universitas
Kristen Satya Wacana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomeor 4150);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

7. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator
Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di
Kementerian Pendidikan Kebudayaan;

9, Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 248/B/YSW/XI/2016
tanggal 26 November 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana;



10. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor
028/B/YSW-2/X1/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pengangkatan Saudari Prof.
Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak sebagai Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Periode
2022-2027;

11. Keputusan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 001/KR/12/2022 tanggal 30
November 2022 tentang Struktur Organisasi Kristen Satya Wacana.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B/4336/DKM.00.00/ 10-14/08/2020 tentang

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi;
2. Surat Kepala LLDikti Wilayah Il No. 0211 /LL3/DT.00.00/2023, tanggal 16 Januari 2023,
hal Implementasi Kebijakan Anti Perundungan, Intoleransi dan Pendidikan Antikorupsi;
3. Keputusan rapat Pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana tanggal 13 Februari 2023,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Pedoman Implementasi Anti Korupsi Universitas Kristen Satya Wacana sebagaimana
terlampir dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA Semua mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana wajib mendapatkan materi tentang
anti korupsi.
KETIGA Materi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, masuk sebagai bahan kajian atau
materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan.
KEEMPAT Kelulusan ~ mata  kuliah  kewarganegaraan sebagai persyaratan Yudisium bagi
mahasiswa;
KELIMA Pendidikan Anti Korupsi diterapkan sebagai bagian dari pembentukan profil lulusan
Universitas Kristen Satya Wacana yaitu Fostering Creative Minority.
KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan;
Yth. 1. Pengurus YPTKSW
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Direktur DAK
5. Direktur DAR
6. Kepala LPM
7. Kepala SPAI



Lampiran Keputusan Rektor Nomor 014/KR/11/2023 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
Universitas Kristen Satya Wacana

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

BAB | PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia masih terus saja terjadi. Indeks Persepsi Korupsi 2021 mengungkapkan Indonesia
berada di peringkat 96 dari 180 negara terkorup. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021
mengungkapkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi berada di kisaran 3,88%. Persentase ini meningkat dari
tahun sebelumnya, hanya tidak signifikan. Kasus korupsi masih tinggi di berbagai organisasi. Perusahaan
konsultan investigasi dan risiko, Kroll menyatakan bahwa 80% perusahaan di Indonesia telah mengalami
tindak kecurangan yang berdampak pada kerugian secara materi, 32% diantaranya bahkan mengalami
kerugian sampai lebih dari Rp 1 miliar dengan sebagian besar kasus kecurangan yang terjadi berupa
penyuapan. Hasil survey yang dilakukan ACFE menunjukkan bahwa tindak kecurangan yang paling banyak
terjadi di Indonesia adalah korupsi sebesar 64.4%, dilanjutkan dengan penyalahgunaan asset sebesar 28.9%
dan kecurangan laporan keuangan sebesar 6.6%. Sementara itu Report to Nations 2018 menemukan bahwa
tindak kecurangan paling besar merupakan penyalahgunaan asset sebesar 89%, dilanjutkan dengan korupsi
sebesar 38% dan fraud laporan keuangan sebesar 10%.

Kondisi ini memerlukuan upaya untuk pencegahan di bidang pendidikan, melalui Pendidikan Anti Korupsi.
Pembentukan profil lulusan yang memasukkan unsur integritas sebagai upaya untuk melakukan
pembentukan sikap dan kepribadian yang antikorupsi.

Tujuan
1. Menjadi strategi untuk mencegah korupsi sejak masih mengikuti pendidikan tinggi.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa atas jenis, mekanisme korupsi yang berdampak pada kerugian
negara.
3.  Membekali mahasiswa untuk memiliki sikap dan nilai-nilai kejujuran, integritas dan etika dalam
membentuk karakter mahasiswa Pancasila.

Dasar Hukum
1. Keputusan Rektor Nomor 291/KR/06/2023 tentang Pemberlakuan Prosedur Pemutakhiran Kurikulum
Universitas Kristen Satya Wacana.
2. Keputusan Rektor Nomor 008/KR/11/2023 tentang Pemberlakuan Skenario Pola Pembinaan
Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana.
Sasaran
1. Mahasiswa di aras pendidikan Diploma dan Sarjana.
2. Dosen sebagai penyedia materi pembelajaran pendidikan anti korupsi

Ruang Lingkup
1. Mata Kuliah Kewarganegaraan.
2.  Profil Lulusan UKSW yang anti korupsi.

Pengertian
1. Pendidikan Anti Korupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang
diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan
tindak pidana korupsi.
2. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



3. Profil Lulusan UKSW adalah lulusan UKSW yang mewujudkan “Fostering Creative Minority” dan
memberikan implikasi imperative, etis, moral dan teologis bagi UKSW untuk terus menerus berusaha
menumbuhkembangkan minoritas berdaya cipta.

BAB Il MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPS!

A.

C.

Urgensi Pendidikan Anti Korupsi
Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencegah korupsi itu terjadi dan mampu menumbuhkan

budaya anti korupsi tentunya dengan mendidik seseorang untuk memiliki kesadaran hukum maupun
kesadaran untuk menjunjung dan menerapkan budaya anti korupsi.

Profil Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi penting agar mahasiswa memahami dan bersedia mengikuti sistematika perkuliahan.

Berikut ini beberapa hal yang perlu disampaikan, dosen dapat menyesuaikan dengan ketetapan di perguruan

tingginya.

1. Tujuan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu membangun kepribadian anti korupsi pada diri
individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agent of change dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mata kuliah ini lebih menekankan pada
character building mahasiswa yang dibangun atas dasar pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Oleh karena itulah mata kuliah ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari semua bidang keilmuan, begitu pula
pengajarnya tidak harus dari bidang ilmu tertentu.

2. Standar kompetensi mahasiswa. Setelah menjalani mata kuliah ini, harapan terhadap mahasiswa adalah:

1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan agar kelak tidak
melakukan tindak pidana korupsi.

2) Menguatnya kepekaan terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha tidak
melakukan tindakan koruptif sekecil apapun, baik yang terkait uang ataupun tidak.

3) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif. Mahasiswa berani
mengingatkan keluarga, kerabat, teman-teman dan lingkungan sekitar Mahasiswa juga bisa
memberikan informasi kepada orang lain mengenai korupsi dan anti korupsi.

4) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon termasuk
melaporkan ke pihak terkait. Melaporkan ke penegak hukum bisa dilakukan, asalkan dilengkapi
dengan bukti-bukti kuat

Konsep Pembelajaran

Bagian model pembelajaran ini bertujuan agar dosen mampu :

Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai urgensi dari Pendidikan Anti Korupsi.
Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai profil dari matakuliah Pendidikan Anti Korupsi.
Menjadikan konsep-konsep pembelajaran sebagai landasan untuk mengembangkan
model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Menerapkan berbagai contoh metode pembelajaran; dan selanjutnya lebih

kreatif mengembangkan sendiri metode-metode pembelajaran lainnya, dengan
penyesuaian konteks lokal atau ciri khas perguruan tingginya.

Mengembangkan soal-soal ujian dan memberikan penilaian.
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Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, peran dosen adalah sebagai

berikut :

1. Lecturer, yaitu mengajarkan subjek khusus kepada mahasiswa — dalam hal ini materi perkuliahan
Pendidikan Anti Korupsi.

2. Fasilitator, yaitu memberikan asistensi tidak langsung, arahan, supervisi agar proses pembelajaran
berlangsung lancar - dalam hal ini mempersiapkan keperluan untuk setiap metode
pembelajaran/penugasan, misalnya materi kasus, topik, narasumber.



3. Moderator, yaitu memimpin dan menjadi penengah dalam diskusi - dalam hal ini untuk kegiatan kuliah
umum dan diskusi kelas.

4. Advisor, yaitu mengarahkan dan memberikan saran jika diperlukan kepada mahasiswa dalam melakukan
kegiatan penugasan seperti investigasi perilaku koruptif, poster.

5. Motivator, vaitu tidak pernah berhenti memotivasi, membangkitkan semangat dan optimisme
mahasiswa dalam setiap sesi perkuliahan.

E. Ujian dan Penilaian Pendidikan Anti Korupsi
1. Ujian Pendidikan Anti Korupsi dilakukan dengan Ujian yang bersifat tertulis dan kasus (projek). Untuk
tugas berbasis kasus (projek), mahasiswa menganalisis kasus yang telah ada di dalam pembelajaran, dan
mahasiswa mempresentasikan dari hasil analisis kasus dan membuat opini mahasiswa menambahkan
dokumen/sumber pendidikan anti korupsi dari jurnal/buku.
2. Penilaian Pendidikan Anti Korupsi meliputi aspek yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Pendidikan Anti Korupsi

No Aspek yang dinilai | Kriteria Skala
1 Kejujuran Sangat sering menunjukkan sikap jujur 5

Sering menunjukkan sikap jujur

Beberapa kali menunjukkan sikap jujur

Pernah menunjukkan sikap jujur
Tidak pernah menunjukkan sikap jujur
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2 Tanggung jawab Sangat sering menunjukkan  sikap
tanggung jawab

Sering menunjukkan sikap tanggung jawab

Beberapa kali menunjukkan sikap 3
tanggung jawab
pernah menunjukan sikap tanggung jawab 2

Tidak pernah  menunjukkan  sikap
tanggung jawab

3 Peduli Sangat sering menunjukkan sikap peduli

Sering menunjukan sikap peduli

Beberapa kali menunjukkan sikap peduli

Pernah menunjukkan sikap peduli

Tidak pernah menunjukkan sikap peduli
4 Disiplin Sangat sering menunjukkan sikap disiplin
Sering menunjukan sikap disiplin

Beberapa kali menunjukkan sikap disiplin

Pernah menunjukan sikap dispilin
Tidak pernah menunjukan sika disiplin
5 Kerja keras Sangat sering menunjukan kerja keras
Sering menunjukkan kerja keras

Beberapa kali menunjukan kerja keras

Pernah menunjukan kerja keras

Tidak pernah menunjukan kerja keras

6 Keberanian Sangat sering menunjukan keberanian
Sering menunjukkan keberanian

Beberapa kali menunjukkan keberanian
Pernah menunjukkan keberanian
Tidak pernah menunjukkan keberanian
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No Aspek yang dinilai

Kriteria

Skala

7 Kesederhanaan

Sangat sering menunjukkan
kesederhanaan

Sering menunjukkan kesederhanaan

Beberapa kali menunjukkan
kesederhanaan

Pernah menunjukkan kesederhanaan

Tidak pernah menunjukkan
Kesederhanaan

[y

8 Keterbukaan

Sangat sering menunjukkan keterbukaan

Sering menunjukkan keterbukaan

Beberapa kali menunjukkan keterbukaan

Pernah menunjukkan keterbukaan

Tidak pernah menunjukkan keterbukaan

9 Keadilan

Sangat sering menunjukkan keadilan

Sering menunjukkan keadilan

Beberapa kali menunjukkan keadilan

Pernah menunjukkan keadilan

Tidak pernah menunjukkan keadilan
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Patokan Penilaian

Kriteria

Amat Baik Baik

Cukup

Rentang Nilai 91-100 81-90

72-80




